
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 27 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 157 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI T SIKMALAYA, 

a. bahwa dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak 
penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) 
diperlukan dukungan dana untuk melakukan langkah­
langkah cepat, tepat, fokus , terpadu dan sinergi antar 
Perangkat Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri 
Keuangan RI Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran 
dan Penggunaan DBH, DAU dan DID TA 2020 dalam rangka 
penanggulangan COVID-19 DBHCHT yang dia lokasikan 
untuk bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7 /PMK07 /2020 
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT 
dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/ atau 
penanganan COVID- 19; 

c. bah a berdasarkan Peraturan Men teri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 ten tang Pedoman 
Penyusunan APBD TA 2020 Lampiran angka V Hal Khusus 
Lainnya nomor 28 bahwa program dan kegiatan yang 
dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat eannark, DBH-SDA 
Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka 
Otonomi Khusus, DBH-DR, DAU Tambahan, DAK dan/ atau 
DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan 
Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana 
Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang 
bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah ielas 
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan 
darurat danLatau mendesak lainnya yang belum cukup 
tersedia danLatau belum dianggarkan dapat dilaksanakan 
mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan 
APBD dengan cara : a . Menetapkan Peraturan Kepala 



Mengingat 
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Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan 
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya 
ditampung dalam Raneangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila 
Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD; 

d. bahwa dengan adanya penyesuaian dana bantuan 
operasional sekolah dari Pemerintah dan diterimanya dana 
bagi hasil cukai hasil tembakau serta perubahan obyek dan 
rineian obyek dalam rangka penanganan pandemi 
COVID-19, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 157 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 157 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara -
an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik 
Indonesia Nomor 5234); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Penge101aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310) ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 

ten tang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler; 
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15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2020 
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 
2020; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 
tentang Penyaluran dan penggunaan DBH, DAU dan DID TA 
2020 dalam rangka penanggulangan COVID-19; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 
2014 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 5); 

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana 
telah diubahndengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 9) ; 

24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 157 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2019 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 157 
Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 24); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOM OR 157 TAHUN 2019 
TENTANG PENJ ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 
ANGGARAN 2020. 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 157 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2019 Nomor 157) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: 
1. Pendapatan Daerah 

2. 

3 . 

a . Pendapatan Asli Daerah 
b . Dana Perimbangan 
c . Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Belanja Daerah 
a . Belanja Tidak Langsun g 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

b . Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

Pembiayaan 
a . Penerimaan 
b . Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp . 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
R!2 . 
Rj2. 
Rp. 

Rp . 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

282 .680.528.383,00 
2.227.108.098.360,00 
1.490.236.766.751,00 
4 .000.025.393.494,00 

1.467.032 .231.761 ,00 
0 ,00 
0 ,00 

154.792.850.000,00 
10.250.000 .000,00 
9.861.772 .977,00 

632 .249.837.656,00 
19.972 .201 .000,00 

2.294.158.893.394 ,00 

148.245.305.346,00 
748.509 .668.493,00 
829.311.526.261.00 

1.726.066.500.100,00 
4.020.225.393.494.00 

(20.200.000.000,00) 

35.200.000.000,00 
15.000.000.000 100 
20.200.000.000100 
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2. Ketentuan Pasa12 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari : 
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD; 
2. Lampiran II Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah menurut Urusan Pernerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 
Anggaran 2018; 

3. Larnpiran III Daftar Na a Penerirna Alamat dan Besaran Alokasi Hibah 
Yan Dit . rna ; 

4. Lampiran Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran AI asi Bantuan 
So ial Y Dit ri a. 

P sal II 

Perat a Bupati ini mulai berlaku pad t nggal diundangkan. 

Agar setia p rang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng n angan 
Peratur n pati ini dengan penemp annya dalam Berita aerah a bupaten 
TasikmaJaya . 

Diundangka n di ingaparna 
pada tanggal 26 1aret 2020 

SEKRET S D AH 
KABUPATEN ASIKMALA A, 

Ditetapkan di Singaparna 
ada tanggal 26 Maret 2020 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMAL A TAHUN 2020 NOMOR 27 


